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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Keberadaan suatu negara pada hakikatnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Negara berperan dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan warganya. oleh karena itu, inti dari adanya 

pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Artinya, pemerintahan dibentuk bukan untuk 

kepentingannya sendiri, melainkan atas kehendak masyarakat dan 

berfungsi untuk melayani serta memberdayakan masyarakat demi 

mencapai tujuan bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

bersama untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah melalui berbagai 

lembaga yang ada di dalamnya berusaha memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat.1 

Pelayanan publik sendiri mencakup semua aktivitas yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak mendasar 

setiap warga negara terhadap barang, jasa, serta layanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggaraan layanan yang berorientasi pada 

kepentingan umum. dalam hal ini, negara memiliki kewenangan penuh 

dalam mengelola sumber daya air bersih, dan hal tersebut harus 

dijalankan secara maksimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya 

bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) memiliki peran penting dalam memberikan 

pelayanan publik sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai 

perusahaan yang bergerak di sektor penyediaan air bersih, perumda 

 
1  Pionisius Minggu and Yoakim Rembu,”Imlementasi Kebijakan 

Pelayanan Publik Oleh PDAM tirta kelimutu kabupaten ende,”jurnal ilmiah 
manajemen publik dan kebijakan sosial 4,no.2(2020):174-91. 
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memegang peranan sebagai pelaksana utama dalam distribusi air bersih 

yang bersifat monopoli. 

Air bersih merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. 

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Perusahaan Umum Daerah (perumda) 

mengoptimalkan distribusi hasil produksinya serta terus meningkatkan 

lkualitas lpelayanannya lkepada lpara lpelanggan lpelaksanaan 

lpelayanan lpublik lini ljuga lbertujuan luntuk lmempermudah lpetugas 

lperumda ldalam lmenyampaikan linformasi, lterutama lmengenai 

lperubahan lsistem lpembayaran latau lpenagihan lsetiap lbulannya. 

lPemerintah lpun ltelah lmelakukan lberbagai lupaya lagar ltunggakan 

lpembayaran ltidak lterus lmeningkat. lKepala lunit lperumda 

lmenjelaskan lbahwa lkebijakan lpemerintah ldalam lbidang lpelayanan 

lpublik lmendorong lpeningkatan llayanan, ltermasuk ldengan 

lmerancang lsistem ltagihan lair lsecara ldaring l(online) luntuk 

lmasyarakat, lseperti lyang lsedang ldikembangkan loleh lPerusahaan 

lUmum lDaerah l(Perumda) lTirta lHidayah lKota lBengkulu. 

Penyelenggara lpelayanan lpublik lmencakup llembaga ldan 

lpetugas ldari linstansi lpemerintah ldaerah lmaupun l(BUMD) lyang 

lmenjalankan ltugas lpelayanan lkepada lmasyarakat. lSedangkan 

lpenerima lpelayanan ladalah lindividu, lkelompok, latau lbadan lhukum 

lyang lmemiliki lhak ldan lkewajiban lterhadap llayanan ltersebut. 2 

lBerdasarkan lPasal l10 lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l1999 

ltentang lPemerintahan lDaerah, lsetiap ldaerah lmemiliki lwewenang 

luntuk lmengelola lsumber ldaya llokal lyang ltersedia ldan lbertanggung 

ljawab lterhadap lpelestarian llingkungan lsesuai ldengan lketentuan 

 
2 lI lWayan lAdi lSedana, lIda lAyu lPutu lSri lWidnyani. lEt.Al. l“Efisiensi 

lPelayanan lPublik lDi lEra lKecerdasan lBuatan”. l(Bandung: lWidina lMedia 
lUtama. l2025).h. l73. 
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lhukum lyang lberlaku. 3  lSebagai lbagian ldari lpelimpahan lsebagian 

lurusan lpemerintahan lpusat lke ldaerah ldalam lbidang lpekerjaan 

lumum, lpengelolaan llayanan lair lminum ldiserahkan lkepada 

lpemerintah ldaerah. lPelaksanaannya lkemudian ldiatur lmelalui 

lperaturan ldaerah ldan ldiserahkan lkepada linstansi lterkait, ldalam lhal 

lini lperumda lsendiri lmerupakan lBadan lUsaha lMilik lDaerah 

l(BUMD), lyakni lperusahaan lmilik lpemerintah ldaerah ldengan l lmodal 

lyang lsepenuhnya latau lsebagian lberasal ldari ldaerah 

ltersebut.Kekayaan ldaerah lyang ldipisahkan ldigunakan luntuk 

lmembentuk lperumda l(Perusahaan lUmum lDaerah) l lyakni 

lperusahaan lmilik lpemerintah ldaerah lyang lberfokus lpada lpelayanan 

lpublik, lkhususnya ldalam lmenyediakan lair lbersih lbagi lmasyarakat.4 

lDalam lmenjalankan loperasinya, lperumda ldiharapkan lmengutamakan 

lkebutuhan lmasyarakat ldengan lmenyediakan llayanan lair lyang 

lberkualitas ldan lterjangkau. 

Perumda lmemiliki lperan lpenting ldalam lmenunjang 

lkehidupan lmasyarakat lmelalui lpenyediaan lair lbersih, lsekaligus 

lberfungsi lsebagai lsarana luntuk lmenghimpun ldana ldari lmasyarakat 

lmelalui lkeuntungan lusaha. lDana ltersebut lkemudian ldigunakan 

lkembali luntuk lmembangun linfrastruktur lyang lbermanfaat lbagi 

lpublik. lBerbeda ldari lperusahaan lswasta lyang lberorientasi lpada llaba 

lsemata, lperumdam lmemiliki lmisi lsosial ldi lsamping lfungsi 

lekonominya.5 

 
3  lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l1999 lTentang lPemerintahan 

lDaerah. 
4  lEko lSaputra,S.H.,M.H”Pengantar lHukum lBisnis lRegulasi lEtika,Dan 

lTanggung lJawab lKorporasi”.(Jl.Batua lRaya lNo.3 lMakassare l90233).h.26. 
5 lYoakim lrembu,implementasi lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lPDAM 

lTirta lkalimutu lkabupaten lende”Jl.Km l9 lSasi lKecamatan lKota lKefamenanu-
Kefamenanu-TTU-NTT l856, lh.175. 
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Pemerintah lkota lBengkulu lmemahami lpentingnya 

lpembangunan lsarana lpublik, lsalah lsatunya ladalah lpelayanan lair 

lminum. lHal lini lkarena lair lmerupakan lkebutuhan lvital lbagi lsetiap 

lindividu. lDi lwilayah ltersebut, lpelayanan lair lbersih ldilaksanakan 

loleh lperumda ltirta lhidayah lkota lBengkulu, lsebuah lBadan lUsaha 

lMilik lDaerah l(BUMD) lyang lbertugas lmenyelenggarakan llayanan lair 

lminum. 

Tujuan lutama lpendirian lperumda ladalah luntuk lmemenuhi 

lkebutuhan lmasyarakat lakan lair lbersih, ltermasuk ldalam lhal 

lpengadaan, lpengembangan lsarana ldan lprasarana, lserta ldistribusinya. 

lSelain litu, lperumdam ljuga lbertujuan lmendukung lpertumbuhan 

lekonomi ldaerah, lmembuka lpeluang lkerja, ldan lmemperoleh 

lkeuntungan lyang ldapat ldigunakan luntuk lmendanai lpembangunan 

ldi ldaerah ltersebut. 

Perusahaan lUmum lDaerah lTirta lHidayah l(Perumda) lkota 

lBengkulu ltelah lberupaya lmemberikan llayanan lterbaik ldalam 

lmemenuhi lkebutuhan lmasyarakat lakan lair lbersih ldi lwilayah lKota 

lBengkulu. lNamun ldemikian, ldalam lpelaksanaannya, lperumdam 

lmasih lsering lmenerima lkeluhan ldari lpelanggan. lSalah lsatu lmasalah 

lutama lyang lbelum lsepenuhnya lterselesaikan ladalah lsulitnya 

lmasyarakat lmendapatkan lakses lair lbersih, lyang lhingga lkini lmasih 

lmenjadi ltantangan lbagi lperumda ldan lpemerintah ldaerah.Pemerintah 

lterus lberupaya lmemberikan lpelayanan lterbaik ldi lbidang lair 

lminum.6 lBerbagai lstrategi ltelah ldirancang loleh lmanajemen lperumda 

 
6  lMedia lCenter lWalikota lAngkat lBicara lSoal lPerumdamTirta 

lHidayah lAkan lCari lSolusi lterbaik 
lHttps://Mediacenter.Bengkulukota.Go.Id/Walikota-Angkat-Bicara-Soal-
Perumda-Tirta-Hidayah-Akan-Cari-Solusi-Terbaik/ lpada lhari lKamis,tanggal 
l15 lMei l2025,pukul l5.33 lWIB. 

https://mediacenter.bengkulukota.go.id/Walikota-Angkat-Bicara-Soal-Perumda-Tirta-Hidayah-Akan-Cari-Solusi-Terbaik/
https://mediacenter.bengkulukota.go.id/Walikota-Angkat-Bicara-Soal-Perumda-Tirta-Hidayah-Akan-Cari-Solusi-Terbaik/
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lTirta lHidayah. lWali lKota lBengkulu, lDedy lWahyudi, lmenegaskan 

lbahwa lrencana ltersebut lharus ldirealisasikan lagar lpelayanan lair 

lbersih ldapat lditingkatkan ldan lmemberikan lkepuasan lbagi 

lpelanggan.Salah lsatu llangkah lpeningkatan lpelayanan ladalah ldengan 

lmengurangi lkebocoran lair lmelalui lpenggantian ljaringan lpipa 

ldistribusi lyang lsudah ltidak llayak lpakai, lagar ldebit lair ltetap 

loptimal. lSelain litu, lperumdam ljuga ldiharapkan ldapat lmemberikan 

lkemudahan ldalam lproses lpemasangan lsambungan lbaru lbagi 

lpelanggan. 

Air lmerupakan lelemen lpaling lvital lsetelah ludara lbagi 

lkelangsungan lhidup lmanusia. lSekitar ltiga lperempat ldari ltubuh 

lmanusia lterdiri ldari lair, ldan lmanusia ltidak ldapat lhidup ltanpa 

lmengonsumsinya. lSelain luntuk lminum, lair ljuga ldigunakan ldalam 

lkegiatan lsehari-hari lseperti lmandi, lmencuci, lmemasak, ldan 

lmembersihkan llingkungan.Air lbersih ladalah lair lyang lsehat ldan 

llayak ldigunakan ldalam lberbagai laktivitas, lbebas ldari 

lmikroorganisme lpenyebab lpenyakit lserta lzat lkimia lberbahaya lyang 

lbisa lmencemari lair. lSebagai lkebutuhan lmutlak lsemua lmakhluk 

lhidup, lketersediaan lair lbersih lmenjadi lsyarat ldasar luntuk lmenjaga 

lkesehatan. lMenurut lstandar lDepartemen lKesehatan, lair lminum lyang 

llayak lharus ltidak lberasa, ltidak lberbau, ltidak lberwarna, lbebas ldari 

lmikroorganisme lberbahaya, lserta ltidak lmengandung llogam lberat 

latau lbahan lberacun 7. 

 l Air lminum ladalah lair lolahan latau ltidak ldiolah lyang ltelah 

lmemenuhi lkebutuhan lkesehatan ldan ldapat lsegera ldiminum. 

 
7 lNovitri lAstuti.”Penyediaan lAir lBersih lOleh lPerusahaan lDaerah lAir 

lMinum l(Pdam) lKota lSangatta lKabupaten lKutai lTimur,” leJournal 
lAdministrasi lNegara, l2014,3(2). 
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 lPerusahaan lUmum lDaerah lTirta lHidayah l(Perumda) ladalah 

lperusahaan lyang lberbentuk lbadan lhukum lyang lyang ldapat 

lmenguras lkepentingannya lsendiri,keluar ldan lke ldalam lterlepas ldari 

lOrganisasi lpemerintah ldaerah,Seperti lPU lkabupaten/kotanya ldan 

llain lsenaginya.Dengan ladanya lparameter lkulitas lair, lmaka ldi 

lbutuhkan lperan lpemerintah lkhususnya lperusahan ldaerah lair lminum 

l(Perumda) ldalam lpengelolaan lbahan lair lbaku lminum lsebagai 

lperlindungan lkualitas lair lyang lada ldalam lparameter lkualitas lair 

lterutaman ldalam lkelas lsatu lyang ldigunakan lsebagai lair 

lminum.Penilaian lkesehatan lperusahan ltersebut ldilakukan loleh lBPKP 

lsetiap ltahun ldengan lmenggunakan lstandar ldan lPeningkatan 

lPenyelenggaraan lSistem lpenyediaan lAir lMinum 

l(BPPSPAM).Penilaian lkesehatan litu lsendiri ldilakukan lberdasarkan 

lbeberapa laspek ldi lanatarnya lsebagai lberikut: l 

1. Aspek lkeuangan,Merupakan laspek lyang ldigunakan luntuk 

lmenilai lkeuangan lperusahan lsecara lkeseluruhan. lAspek 

lkeuangan lmemberikan lgambaran lyang lberkaitan ldengan 

lkeuntungan lperusahaan, 

2. Aspek lpelayanan, lAdalah lkegitan latau lrangkaian lkegiatan 

ldalam lrangka lpemeneuhan lkebutuhan lpelayanan lsesuai ldengan 

lperaturan lperundang-undang lbagi lsetiap lwaraga lNegara ldan 

lpenduduk latas lbarang. l 

3. Aspek loperasi, ladalah lssatu ldari ltinga lfungsi lstrategis 

lperusahaan ldi lmanapun,selain lpemasaran ldan lkeuangan, lini 

lartinya, lmanejemen loprasional lmerupakan lbagian ldari lvital 

ldalam lpenyempurnaan lstrategi lperusahan ldan lmemastikan 

lkelangsungan lhidup lperusahan ldalam ljanka lpanjang. 
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4. Aspek lsumber ldaya lmanusia latau lbiasa ldi lsebut ldengan lSDM 

lini lmerupakan lsalah lsatu ldari lpeningkatan lkinerja lpara 

lpengawai. lsecara lmikro lini lmerupakan lindividu lyang lberkerja 

lserta lmenjadi langgota lsuatu lperusahan latau linstitusi ljuga 

lumum ldisebut ldengan lpegawai, lburu, lkaeryawan, lpekerja, 

ltenaga lkerja lserta lsebagainya. 

Selama lini, lPemerintah lKabupaten lKota lBengkulu ltelah 

lberupaya lmendukung lpengembangan lusaha lpenyediaan lair lbersih 

lmelalui lpemberian lbantuan lpenyertaan lmodal ldan lpendampingan 

lterhadap lperumda ltirta lhidayah lketersediaan lair lbersih lmerupakan 

lkebutuhan ldasar lmanusia lsekaligus lmenjadi lindikator lkemajuan 

lsuatu ldaerah. lOleh lkarena litu, lsegala lupaya lyang ldilakukan loleh 

lperumda lTirta lHidayah ldalam lmenghadapi lpersaingan ldi lera 

lmodern lperlu lmendapatkan ldukungan lpenuh ldari lmasyarakat lKota 

lBengkulu.Dukungan lmasyarakat ldapat ldiwujudkan ldengan 

lmembayar ltagihan lair lsecara ltepat lwaktu lsetiap lbulan, lserta 

lmenjaga lfasilitas ldan linfrastruktur lair lbersih, lmisalnya ldengan ltidak 

lmerusak ljaringan latau lmelakukan lpencurian lair lyang lbisa 

lmerugikan lperusahaan.Bagian lhubungan lpelanggan ldi lperumda 

lmemiliki lperan lpenting ldalam lmenerima ldan lmenindaklanjuti 

lkeluhan ldari lpelanggan ldemi lmeningkatkan lkepuasan lpengguna 

llayanan. lTingkat ltunggakan lpelanggan lterhadap ltagihan lair ldapat 

lditekan lapabila lberbagai lfaktor lpenyebab lketerlambatan lpembayaran 

ldapat ldiatasi lsecara lefektif. 

Penetapan lPasal l71 lPeraturan lDaerah l lKota lBengkulu lNomor 

l1 lTahun l2021 ltentang lbentuk lpelayanan lpublik l loleh lperusahaan 
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lumum ldaerah ltitra lhidayah lkota lBengkulu 8 ,telah lmelalui lproses 

lpenyusunan lyang lmatang. lDalam lpenyusunannya, lberbagai lelemen 

lpenting lseperti lunsur lpemerintahan, ltokoh lmasyarakat, ldan 

lpelanggan ltelah ldilibatkan. lNamun, ldalam limplementasinya lmasih 

lditemukan lsejumlah lkendala lseperti lkurangnya lkomunikasi ldan 

lsosialisasi lkepada lpelanggan, lterbatasnya ldebit lair, lserta lkondisi 

ljaringan ldistribusi lyang lbelum loptimal. 

Berdasarkan lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2014 ltentang 

lPemerintahan lDaerah, lpelaksanaan lpemerintahan ldaerah ldiarahkan 

luntuk lmempercepat lterwujudnya lkesejahteraan lmasyarakat. lHal lini 

ldilakukan lmelalui lpeningkatan lpelayanan lpublik, lpemberdayaan, 

lserta lpelibatan laktif lmasyarakat ldalam lpembangunan, ldi lsamping 

lupaya lmeningkatkan ldaya lsaing ldaerah. lPelaksanaannya ltetap lharus 

lmengedepankan lprinsip-prinsip ldemokrasi, lpemerataan, lkeadilan, 

lserta lmempertimbangkan lkarakteristik lkhusus ltiap ldaerah ldalam 

lkerangka lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia. 

Pedoman ldalam lpenyelenggaraan lpemerintahan ldaerah 

lmeliputi lasas-asas lseperti lkepastian lhukum, lketeraturan ldalam 

lpelaksanaan lnegara, lkepentingan lumum, lketerbukaan, 

lprofesionalitas, lakuntabilitas, lkeadilan, lserta lefektivitas ldan lefisiensi. 

Pada lhal lpelayanan lkepada lmasyarakat, lpemerintah ldaerah 

lmemegang lperanan lpenting lsebagai lpenyelenggara llayanan lpublik, 

lsebagaimana ldiatur ldalam lUndang-Undang lNomor l25 lTahun l2009 

ltentang lPelayanan lPublik. lPada lPasal l1 ldijelaskan lbahwa 

l“pelayanan lpublik ladalah lkegiatan latau lrangkaian lkegiatan ldalam 

lrangka lmemenuhi lkebutuhan lmasyarakat lterhadap lbarang, ljasa, ldan 

 
8  lPeraturan lDaerah lKota lBengkulu l lNOMOR l1 lTAHUN l2021 

lTentang lPenyesuaian lBentuk lBadan lHukum lPerusahaan lDaerah lAir lMinum 
lMenjadi lPerusahaan lUmum lDaerah lTirta lHidayah lPasal l(71) 
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llayanan ladministratif lyang ldisediakan loleh lpenyelenggara 

lpelayanan, lsesuai ldengan lketentuan lperaturan lperundang-undangan. 

Sebagai lpenyedia llayanan,”9 

 lPemerintah ldaerah lmemiliki ltanggung ljawab luntuk lterus 

lmeningkatkan lkualitas lpelayanan lkepada lmasyarakat. lNamun, 

lrendahnya lmutu llayanan lpublik lyang ldiberikan loleh laparatur 

lpemerintahan lmasih lmenjadi lpersoalan lyang lmenimbulkan lcitra 

lnegatif ldi lmata lmasyarakat. lBanyak lwarga lyang lpernah lberurusan 

ldengan lbirokrasi lmengeluhkan lproses lyang llamban, ltidak 

ltransparan, ldan lkurang lresponsif. 

Sebagian lmasyarakat lmasih lmerasa lkecewa lterhadap lkualitas 

lpelayanan lyang ldiberikan loleh linstansi lpemerintah. lBahkan, ltidak 

lsedikit lyang lmasih lmemandang lrendah lkinerja lbirokrasi. lPerusahaan 

lumum ldaerah ltirta lhidayah lmerupakan lsalah lsatu lunit lkerja 

lpemerintah lyang lmemiliki lperan llangsung ldalam lmemberikan 

llayanan lpublik lkepada lmasyarakat. lSebagai lperpanjangan ltangan 

ldari lpemerintah ldaerah, l lmenjadi lujung ltombak ldalam lpelaksanaan 

lberbagai lbentuk lpelayanan ladministratif. 

Perusahaan lUmum lDaerah lTirta lHidayah l lKota lBengkulu, 

lmerupakan lsalah lsatu llembaga lpemerintahan lyang lmenyediakan 

llayanan ladministratif lkepada lmasyarakat. lJenis llayanan lyang 

ldiberikan lumumnya lberkaitan ldengan ladministrasi lkependudukan 

lserta lurusan lpemerintahan ldi ltingkat lkecamatan, ltermasuk ldi 

lantaranya lpelayanan lpembayaran lperumda lair lminum ldi lmasing-

masing ldesa. 

 
9  lSaputra lTrio.”Kepuasan lmasyarakat lterhadap lpenyelenggaraan 

lpelayanan lPublik l(studi lkasus lkantor lKecamatan lTambang lKabupaten 
lkampar).”Jurnal lPerspektif lPembiayaan ldan lPembangunan lDaerah l4.2 l(2016):89-
100. 
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Mengacu lpada lUndang-Undang lNomor l25 lTahun l2009 

ltentang lPelayanan lPublik, lPasal l1 lAyat l1, ldisebutkan lbahwa 

lpelayanan lpublik lmerupakan lkegiatan latau lrangkaian lkegiatan 

ldalam lrangka lpemenuhan lkebutuhan lmasyarakat lterhadap llayanan, 

lyang ldiselenggarakan lsesuai lperaturan lperundang-undangan. 

lPelayanan lini lmencakup lpenyediaan lbarang, ljasa,atau llayanan 

ladministratif lyang ldilaksanakan loleh linstansi latau llembaga 

lpenyelenggara lpelayanan lpublik.10 

Untuk ldapat lmemberikan lpelayanan lyang lmemuaskan lbagi 

lpengguna ljasa, lpenyelenggaraan lpelayanan lharus lmemenuhi lasas-

asas lpelayanan lyaitu lsebagai lberikut: 

1. Transparansi, lyaitu lsifat lterbuka, lmudah ldan ldapat ldiakses 

ldan ldisediakan lsecara lmemadai lserta lmudah ldimengerti; 

2. Akuntabilitas, lyaitu ldapat ldipertanggungjawabkan lsesuai 

ldengan lketentuan lperaturan lperundang-undangan; 

3. Kondisional, lyaitu lsesuai ldengan lkondisi ldan lkemampuan 

lpemberi ldan lpenerima lpelayanan ldengan ltetap lberpegang 

lpada lprinsip lefisiensi ldan lefektifitas; 

4. Partisipatif, lyaitu lmendorong lperan lserta lmasyarakat ldalam 

lpenyelenggaraan lpelayanan lpublik ldengan lmemperhatikan 

laspirasi, lkebutuhan ldan lharapan lmasyarakat; 

5. Kesamaan lhak, lyaitu ltidak ldiskriminatif ldalam larti ltidak 

lmembedakan lsuku, lras, lagama, lgolongan, lgender ldan lstatus; 

 
10 lUndang l–Undang lPelayanan lPublik lNomor l25 lTahun l2009 lPasal 

l1 lAyat l1. 
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6. Keseimbangan lHak ldan lKewajiban; lyaitu lpemberi ldan 

lpenerima lpelayanan lpublik lharus lmemenuhi lhak ldan 

lkewajiban lmasing lmasing lpihak.11 

Pelayanan lpublik lmenurut lundang-undang lnomor l25 ltahun 

l2009 ltentang lpelayanan lpublik ladalah lkegiatan latau lrangkaian 

lkegiatan ldalam lrangka lpemenuhan lkebutuhan lpelayanan lsesuai 

ldengan lperaturan lperundang-undangan lbagi lsetiap lwarga lNegara 

ldan lpenududuk latas lbarang, ljasa, ldan lpelayanan ladministrasi. 

lpengertian lperumda,Perusahan lUmum lDaerah lTirta lHidayah 

l(disingkat ldengan lPerumda) lmerupakan lsalah lsatu lunit lusaha lmilik 

ldaerah, lyang lbergerak ldalam ldistribusi lair lbersih lbagi lmasyarakat 

lumum. lPerumdam lmerupakan lperusahaan ldaerah lsebagai lsaranan 

lpenyedian lair lbersih lyang ldiawasi ldan ldimonitor loleh laparat-aparat 

leksekutif lmaupun llegislatife ldaerah.12 

Salah lsatu lpermasalahan lutama lyang lsering ldikeluhkan loleh 

lmasyarakat lKota lBengkulu ladalah lseringnya laliran lair lperumda 

lmati lsecara ltiba-tiba ltanpa lpemberitahuan lyang ljelas. lKondisi lini 

ltentu lsangat lmengganggu laktivitas lsehari-hari lmasyarakat, 

lkhususnya lbagi lmereka lyang lbergantung lpada llayanan lair lbersih 

ldari lperumda luntuk lkebutuhan lrumah ltangga lmaupun lusaha. lLebih 

ldari litu, lkurangnya lrespon ldan lpenanganan ldari lpihak lPerumda 

lTirta lHidayah lterhadap lgangguan ltersebut ljuga lmenimbulkan 

 
11  lLinda lNur lsusila,Analisis lPengaruh lKualitas lPelayanan lKantor 

lKelurahan lTerhadap lKekuasaan lMasyarakat lkelurahan lJagalan lKecamatan lJebres 
lKota lSurakarta l(Surakarta:Jurnal lof lRural land lDevelopment,Volume l1.Nomor 
l1.Febuari l2010).h. l64. 

12  lRatminto ldan lAtik, l“Kualitas lPelayanan lPublik lPada lKantor 
lPerusahaan lDaerah lAir lMinum l(Pdam) lDelta lTirta lSidoarjo,” lIlmu 
lAdministrasi lNegara l1, lno. l4 l(2014): l1–11. 
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lketidakpuasan lyang lmeluas ldi lkalangan lpelanggan. 13  lHal lini 

lmemperlihatkan lbahwa lmasih lterdapat lkelemahan ldalam lsistem 

lmanajemen lpengaduan, lkomunikasi, ldan lpemeliharaan linfrastruktur 

lyang ldimiliki lperusahaan. 

Masalah llainnya ladalah ltingginya ltunggakan lpembayaran 

lpelanggan lyang lbelum ldapat ldiatasi lsecara lefektif. lKondisi lini ltidak 

lhanya lmerugikan lperusahaan lsecara lfinansial, ltetapi ljuga 

lmencerminkan ladanya lketidakseimbangan lantara lkewajiban 

lperusahaan luntuk lmemberikan lpelayanan ldengan lkewajiban 

lmasyarakat lsebagai lpengguna llayanan. lHal lini ltentu lmemunculkan 

lpertanyaan lmengenai lsejauh lmana limplementasi lPasal l71 ldalam 

lPerda ltersebut ltelah ldilaksanakan lsecara lkonsisten ldan ladil. 

Jika lditinjau ldalam lperspektif lsiyasah lIdariyah lyakni lprinsip 

lketatanegaraan lIslam lpelayanan lpublik ladalah lbentuk lamanah ldari 

lkekuasaan lyang lharus ldijalankan loleh lpemerintah latau llembaga 

lyang ldiberi lmandat, ldemi lkemaslahatan lumat. lPrinsip-prinsip ldalam 

lsiyasah lIdariyah, lseperti lkeadilan l(al-‘adl), ltanggung ljawab 

l(mas’uliyyah), ldan lpartisipasi lrakyat ldalam lpengawasan, lmenjadi 

ltolok lukur lutama ldalam lmenilai lkinerja lpelayanan lpublik. lOleh 

lkarena litu, lpenting luntuk lmeninjau ldan lmengevaluasi lpelaksanaan 

lPerda lKota lBengkulu lNo. l1 lTahun l2021 lPasal l71 ldalam lperspektif 

lketatanegaraan lIslam, lguna lmengetahui lapakah lpelayanannya ltelah 

lsesuai ldengan lnilai-nilai lsyar’i ldalam lpengelolaan lurusan lpublik. 

 lLatar lbelakang ltersebut, lpenelitian lini lmenjadi lpenting luntuk 

ldilakukan lsebagai lupaya lmemberikan lgambaran lobjektif lmengenai 

 
13 lFakta lBengkulu lAir lTerlalu lSering lMati,Warga lKeluhkan lKinerja 

lPDAM lKota lBengkulu lhttps://faktabengkulu.com/air-terlalu-sering-mati-
warga-keluhkan-kinerja-pdam-kota-bengkulu/ lPada lhari lsenin,tanggal l12 lMei 
l202,pukul l14:10 lWIB. 

https://faktabengkulu.com/air-terlalu-sering-mati-warga-keluhkan-kinerja-pdam-kota-bengkulu/
https://faktabengkulu.com/air-terlalu-sering-mati-warga-keluhkan-kinerja-pdam-kota-bengkulu/
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limplementasi lbentuk lpelayanan lpublik loleh lPerumda lTirta lHidayah 

lKota lBengkulu. lPenelitian lini ljuga lakan lmemberikan lpenilaian 

lsejauh lmana lprinsip-prinsip lsiyasah lidariyah ltelah ldiintegrasikan 

ldalam lpelaksanaan lregulasi ldaerah, lkhususnya ldalam lsektor 

lpelayanan lair lbersih lyang lsangat lvital lbagi lkehidupan lmasyarakat. 

Siyasah lidariyah lmerupakan lbagian lfiqh lsiyasah lyang lmembahas 

lmasalah lSecara letimologis, listilah lidariyah lberasal ldari lbahasa lArab, 

lyaitu lkata lidārah l(الإدارة) lyang lmerupakan lmasdar ldari lfi'il ladara–

yudīru–idāratan. lKata ltersebut lmemiliki lmakna lmengatur, lmengelola, 

latau lmenjalankan lsuatu lurusan. lDalam lkajian lfiqh lsiyasah, listilah 

lsiyasah lidariyah ldipahami lsebagai lpengaturan ladministrasi 

lpemerintahan lberdasarkan lprinsip-prinsip lsyariat lIslam. lSejumlah 

lahli ljuga lmenyebutnya lsebagai lal-ahkām lal-idāriyyah, lyaitu 

lketentuan lhukum lyang lmengatur ltata lkelola ladministrasi lnegara. 

 

Apabila lditinjau ldari lAl-Qur'an, listilah lidārah ltidak 

lditemukan lsecara leksplisit ldalam layat-ayatnya. lNamun, lterdapat 

lbeberapa lkata lyang lberasal ldari lakar lkata lyang lsama, lseperti 

ltudīrūnahā, lyang lmengandung lmakna lmengelola latau lmenjalankan 

lsuatu lurusan. lDalam lAl-Mu'jam lal-Mufahras lli lAlfāẓ lal-Qur'ān lal-

Karīm ldijelaskan lbahwa lterdapat lsejumlah lbentuk lturunan ldari lakar 

lkata ldāra, lmeskipun listilah lidārah lsendiri ltidak ldigunakan lsecara 

llangsung. 

 

Penelusuran lterhadap lberbagai lkitab lindeks lhadis ljuga 

lmenunjukkan lbahwa listilah lal-idārah ltidak lditemukan lsecara 

leksplisit ldalam lhadis-hadis lNabi lMuhammad lSAW. lKitab-kitab 

lhadis lhanya lmemuat lberbagai lbentuk lturunan ldari lakar lkata ldāra, 
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ltanpa lmenyebutkan listilah lidārah lsecara lkhusus. lOleh lkarena litu, 

ldapat ldipahami lbahwa lpenggunaan listilah lidārah lsebagai lkonsep 

ladministrasi lmerupakan lperkembangan lterminologi lpada lera 

lmodern, lmeskipun lsubstansi lmengenai lpengelolaan ldan ladministrasi 

lpemerintahan ltelah ldipraktikkan lsejak lmasa lRasulullah lSAW ldan 

lpara lkhalifah. lnegara lhukum ldalam lsiyasah ldan lhubungan ltimbal 

lbalik lantara lpemerintah ldan lwarga lnegara lserta lhak lhak lwarga 

lnegara lyang lwajib ldilindungi. l14 

Objek lutama lSiyasah lIdariyah lbukan lpembentukan lhukum, 

lmelainkan lpelaksanaan ladministrasi lpemerintahan lyang ldikaji 

lmeliputi ladministrasi lpemerintahan laparatur latau lpejabat 

lpemerintahanpelayanan lpublic lpelaksanaan lkebijakan lpemerintah 

lpengelolaan lkeuangan ldan laset lnegara lsistem lbirokrasi lpengawasan 

lterhadap laparatur lpemerintah lpertanggungjawaban lpenyelenggara 

lnegara.15 

Umat lIslam lharus lmemberikan lrasa laman ldan lmenjaga 

lketentraman lterutama lpada ltempat-tempat lfasilitas lumum. lAklak 

letika ldidalam lIslam lmenjunjung ltinggi lpersamaan lhak ldan llebih 

lmengutamakan lkemaslahatan lyang llebih lbesar ltidak lsaling lzalim 

ldan lmenzalimi. lSehingga ldari lsinilah lkemuliaan lIslam lselalu 

lmenjunjung ltinggi lakan lhak ldan lkemaslahata ltidak lhanya ldalam 

lkehidupan lsesama lmanusia lsemata, lmelainkan llebih ldari litu lyaitu 

lmeliputi lkemaslahatan lsegala lmakhluk l(ciptaan) lsemesta lalam. 

Fiqh lsiyasah lidariyah ladalah lsalah lsatu laspek lhukum lIslam 

lyang lmembicarakan lpengaturan ldan lpengurusan lkehidupan lmanusia 

 
14  lMuhammad lIqbal.Fiqh lSiyasah lKonstektualisasi lDoktrin lIslam. 

lJakarta: lPrenadamedia lGroup.2014. 
15  lA. lDjazuli. lFiqh lSiyasah: lImplementasi lKemaslahatan lUmat ldalam 

lRambu-Rambu lSyariah. lJakarta: lKencana, l2009. 
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ldalam lbernegara ldemi lmencapai lkemaslahatan lbagi lmanusia litu 

lsendiri. lFiqh lsiyasah lberasal ldari lbahasa larap lyaitu lfiqih lYang lberarti 

lpaham latau lmengerti listilah lyang ldi lpakai ldalam lbidang lhukum 

lagama lataupun lyurisprudensil lislam ldan lSiyasah lberasal ldari lkata 

lal-siyasi lyang lmempunyai larti lmengatur. l lMenurut lprof lAhmad 

lSukardja, ldalam lensiklopedi lTematis lDunia lIslam, lFiqh lsiyasah 

lmerupakan ldisiplin lilmu lmengenai lseluk lbeluk lpengetahuan 

lkepentingan lmanusia lyang lumumnya ldan lNegara lkhususnya, 

lberupah lhukum, lperaturan, ldan lkebijakan lyang ldibuat loleh 

lpemegang lkekuasaan 

Islam ltelah lmengajarkan lkepada lkita lsemua ltentang 

lbagaimana lmembangun lsebuah ltatanan lkehidupan lbaik litu ldalam 

lsegi lekonomi, lsosial lmaupun lpolitik lyang ldibenarkan ldalam lsyara, 

lsehingga ltidak lmengganggu lhak-hak lorang llain lyang ldapat 

lmenimbulkan lkemudharatan lbagi lsesama lmanusia. lPemegang 

lkekuasaan ldalam lnegara, ldiamanahi lmengatur lumat lrakyat, 

lmembimbing lke ljalan lkemaslahatan ldan lkebaikan, lmengurus 

lkepentingan lsecara ljujur ldan ladil, ldan lmemimpinnya lke larah 

lkehidupan lmulia ldan lterhormat. lMaka lsetiap lpemegang lamanah 

lberkewajiban lmempertanggungjawabkan lpemenuhan lhak-hak 

lpemberi lkepercayaan. lApabila lpemimpin lmenyimpang ldari lapa 

lyang ltelah ldipercayakan, lberarti lia ltelah lkhianat latas 

lkepemimpinannya.16 

Pemerintah lsendiri lsudah lmembuat lperaturan ltentang 

lkehidupan lbermasyarakat lagar lselalu ltertib ldalam lsegala lkegiatan. l 

lBerdasarkan lpenjelasan listilah-istilah ldi latas, ldapat lditegaskan 

 
16 lYuniar lRiza lHakiki.”Kontekstualisasi lPrinsip lKekuasaan lSebagai 

lAmanag lDalam lPertanggung lJawaban lPresiden lDan lWakil lPresiden 
lRepublik lIndonesia,”Jurnal lAs-Siyasi lOf lConstitutional lLaw,Ii l(2022). 
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lbahwa lyang ldimaksud ldalam lpembahasan lskripsi lini ladalah 

lmenganalisis lmengenai lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lperumda 

lyang lmana lnama lPDAM ldi lgantikan lmenjadi lPerumda lPerusahaan 

l lUmum lDaerah lTirta lHidayah lKota lBengkulu. l 

 lPada lAlquran lsurah lAn-Nisa layat l58. lmenjelaskan lperintah 

lAllah lSWT lkepada lmanusia, lkhususnya lkepada lpihak lyang 

lmemegang lkekuasaan latau ltanggung ljawab, lagar lmenunaikan 

lamanah lkepada lyang lberhak lserta lmenetapkan lhukum ldengan ladil. 

lAmanah ldalam layat lini lmemiliki lmakna lluas, lmencakup lsegala 

lbentuk lkepercayaan lyang ldiberikan lkepada lseseorang, lbaik lberupa 

ljabatan, ltugas, lharta, lmaupun lkewenangan ldalam lmengelola 

lkepentingan lpublik. lOleh lkarena litu, lsetiap lindividu lyang ldiberi 

ltanggung ljawab lwajib lmenjalankannya ldengan ljujur, ltidak 

lmenyalahgunakan lwewenang, lserta lmengutamakan lkepentingan 

lorang lbanyak. 

Selain litu, layat lini lmenekankan lpentingnya lkeadilan ldalam 

lmengambil lkeputusan. lKeadilan lmenjadi lprinsip lfundamental ldalam 

lkehidupan lsosial ldan lpemerintahan, lkarena lkeputusan lyang ladil 

lakan lmenjaga lketertiban, lkepercayaan lmasyarakat, lserta 

lkesejahteraan lbersama. lDalam lkonteks lpenyelenggaraan lnegara, 

lperintah lini lmenjadi ldasar lmoral ldan letika lbagi laparat 

lpemerintahan lagar ltidak lmemihak, ltidak ldiskriminatif, ldan 

lbertindak lsesuai lhukum lserta lnilai lkebenaran. 

Pada lperspektif lsiyasah lidariyah, layat lini ldapat ldipahami 

lsebagai llandasan lnormatif lbahwa lkekuasaan lmerupakan lamanah 

lyang lharus ldigunakan luntuk lkemaslahatan lumat. lPemerintah latau 

llembaga lpublik, ltermasuk lpenyedia lpelayanan lmasyarakat, 

lberkewajiban lmenjalankan ltugasnya lsecara lbertanggung ljawab ldan 
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ladil. lPenutup layat lyang lmenyebutkan lbahwa lAllah lMaha 

lMendengar ldan lMaha lMelihat lmenunjukkan lbahwa lsetiap ltindakan 

lmanusia lakan ldipertanggung ljawabkan, lsehingga lmenjadi lpengingat 

lbagi lpemegang lamanah luntuk lselalu lmenjaga lintegritas ldalam 

lmenjalankan ltugasnya. 

َ l اِن�  واl انَْ l یأَْمُرُكمُْ l ا�� كمُوُْاl انَْ l الن�اسِ l بينََْ l حَكمَْتمُْ l وَاِذَاl اهَْلِهاَۙ l اِلىٰٓ l �مَْٰنٰتِ l تؤَُد�  ِ�لعَْدْلِۗ l تحَْ
l �اِن l َ اl ا�� َ l اِن� l بِهٖۗ l یعَِظُكمُْ l نِعِم� يْعًاl كاَنَ l ا�� اl ۢ◌ l سمَِ  ��۝ بصَِيرًْ

Artinya: lSesungguhnya lAllah lmenyuruh lkamu lmenyampaikan 
lamanah lkepada lpemiliknya. lApabila lkamu lmenetapkan 
lhukum ldi lantara lmanusia, lhendaklah lkamu ltetapkan 
lsecara ladil. lSesungguhnya lAllah lmemberi lpengajaran lyang 
lpaling lbaik lkepadamu. lSesungguhnya lAllah lMaha 
lMendengar llagi lMaha lMelihat. 

 
Surah lAn-Nahl layat l90 lmenjelaskan lbahwa lAllah lSWT 

lmemerintahkan lmanusia luntuk lmenegakkan lkeadilan, lberbuat 

lkebajikan, lserta lmemberi lkepada lkaum lkerabat, ldan lmelarang 

lperbuatan lkeji, lkemungkaran, lserta lkezaliman. lAyat lini lsering 

ldipandang lsebagai lsalah lsatu layat lyang lmerangkum lprinsip lmoral 

lsosial ldalam lIslam, lkarena lmemuat lpedoman ldasar lbagi lkehidupan 

lindividu lmaupun lmasyarakat.Perintah lberlaku ladil l(al-‘adl) 

lmenekankan lpentingnya lmenempatkan lsesuatu lpada ltempatnya, 

ltidak lberat lsebelah, ldan ltidak lmerugikan lpihak llain. lDalam lkonteks 

lsosial ldan lpemerintahan, lkeadilan lmenjadi lfondasi lutama ldalam 

lpengambilan lkebijakan, lpelayanan lpublik, ldan lpenegakan lhukum. 

lDengan ladanya l 

Keadilan, lkepercayaan lmasyarakat ldapat lterjaga lserta 

lkesejahteraan lbersama ldapat ldiwujudkan.Selanjutnya, lAllah 

lmemerintahkan lberbuat lkebajikan l(al-ihsan), lyaitu lmelakukan 

lkebaikan lsecara lmaksimal, lbahkan lmelebihi lkewajiban lyang 

lditetapkan. lIni lmenunjukkan lbahwa lhubungan lsosial ltidak lhanya 
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ldidasarkan lpada lkeadilan lformal, ltetapi ljuga lkepedulian, lempati, 

ldan lpelayanan lterbaik lterhadap lsesama. lPerintah lmemberi lkepada 

lkerabat lmenegaskan lpentingnya lsolidaritas lsosial ldan ltanggung 

ljawab lterhadap llingkungan lterdekat. 

Di lsisi llain, layat lini lmelarang ltiga lhal, lyaitu lperbuatan lkeji 

l(al-fahsha’), lkemungkaran l(al-munkar), ldan lkezaliman l(al-baghy). 

lLarangan ltersebut lmenunjukkan lbahwa lsegala ltindakan lyang 

lmerusak lmoral, lmelanggar lnorma, latau lmenindas lorang llain lharus 

ldihindari lkarena ldapat lmerusak ltatanan lmasyarakat. 

Dalam lperspektif lsiyasah lidariyah, layat lini lmenjadi llandasan lnormatif 

lbahwa lpenyelenggaraan lpemerintahan lharus ldidasarkan lpada 

lkeadilan, lkebajikan, ldan lkemaslahatan lpublik, lserta lmenjauhi 

lpenyalahgunaan lkekuasaan. lDengan ldemikian, layat lini lmenegaskan 

lbahwa lnilai lmoral lIslam lmemiliki lrelevansi lkuat ldalam lpengelolaan 

lnegara ldan lpelayanan lkepada lmasyarakat. 

Alquran lsurah lAn-Nahl layat l90: 

َ  lاِن�   وَالمُْنْكَرِ  lالفْحَْشَاۤءِ  lعَنِ  lوَ�نهَْٰيى lالقُْرْبىٰ  lذِى lوَاِیتَْاۤئِ  lوَ�حِْْسَانِ  lِ�لعَْدْلِ  lیأَْمُرُ  lا��
l ِوَالبَْغْيl  ُْیعَِظُكمl  ُْلعََل�كمl  َ۝ تذََك�رُوْن�� 

Artinya: lSesungguhnya lAllah lmenyuruh lberlaku ladil, lberbuat 
lkebajikan, ldan lmemberikan lbantuan lkepada lkerabat. lDia 
l(juga) lmelarang lperbuatan lkeji, lkemungkaran, ldan 
lpermusuhan. lDia lmemberi lpelajaran lkepadamu lagar lkamu 
lselalu lingat. 

 
Berdasarkan luraian ldiatas, lpenulis lmelihat lbahwa lImpementasi 

lPasal l71 lPeraturan lDaerah lKota lBengkulu l lNomor l l1 lTahun l2021 

lTentang lBentuk lPelayanan lPublik lOleh lPerusahaan lUmum lDaerah 

lTirta l lHidayah lKota lBengkulu ldi lbeberapa lwilayah ldi lkota 

lBengkulu lsering lmengalami lmasalah lsuplai lair lbersih ldari lperumda 
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ltermasuk lmati ltotal l ldi lbeberapa llokasi, lkurangnya l lrespon lyang 

lbaik ldari lpihak lperumda. 

B. Rumusan lMasalah 

Berdasarkan lUraian llatar lbelakang ldi latas lmaka lyang lterjadi 

lpermasalahan ladalah lsebagai lberikut: 

1. Bagaimana limplementasi lpasal l71 lperaturan ldaerah lkota 

lBengkulu lNomor l1 lTahun l2021 lterkait lkebijakan lpelayanan 

lpublik loleh lperusahaan lumum ldaerah l lTirta lHidayah lkota 

lBengkulu? 

2. Bagaimana lperspektif lsiyasah lidariyah ltentang lbentuk 

lpelayanan lpublik loleh lperusahaan lumum ldaerah l lTirta 

lHidayah lkota lBengkulu? 

C. Tujuan lPenelitian 

Tujuan lpenelitian lini ladalah luntuk lmenjawab lpermasalahan 

lyang ltelah ldirumuskan ldi latas lyaitu: 

1. Untuk lmengetahui lbagaimana lImplementasi lPasal l71 

lPeraturan ldaerah lkota lBengkulu lNomor l1 lTahun l2021 

lkebijakan lPelayanan lPublik lOleh lPerusahaan lumum ldaerah 

ltirta lhidayah lkota lBengkulu,dalam lmeningkatkan lpartisipasi 

lmasyrakat ldalam lpelayanan lpublik. 

2. Untuk lmenganalisis llebih ldalam lterkait ldengan lSiyasah 

lidariyah lterhadap l lkebijakan lPelayanan lpublik loleh 

lperusahaan lumum ldaerah ltirta lhidayah lkota lBengkulu. 

D. Kegunaan lPenelitian 

Berdasarkan luraian ltujuan ldi latas lmaka ldiharapkan lkegunaan 

ldari lhasil lpenelitian lini ladalah: 
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1. Teoritis 

a. Penelitian lini ldiharapkan lakan lmemberikan linformasi 

lmengenai lImlementasi lPasal l71 lPeraturan lDaerah lNomor 

l21 lTahun l2021 lterkait lkebijakan lpelayanan lpublik loleh 

lperusahaan lumum ldaerah ltirta lhidayah lkota lBengkulu. 

b. Diharapkan lpenelitian lini ldapat ldijadikan lreferensi 

lpenelitian lselanjutnya. 

c. Penelitian lini ldiharapkan lakan lmembantu ldan lmemahami 

ltentang lpentingnya lpelayanan lpublik l ldi ldalam 

lmasyarakat lyang lmenggunakan lair lperumda. 

2. Praktis 

a. Bagi lpeneliti,Hasil lpenelitian lini lsebagai lpenambahan 

lpengetahuan lserta lkeilmuan luntuk ldapat 

lmengembangkan lwawasan lkeilmuan lyang ldimiliki 

lpeneliti. 

b. Bagi lkantor lperumdam,mempermudah ldalam 

lmenyampaikan lkebijakan lpelayanaan lpublik lkepada 

lmasyarakat. 

c. Bagi lmasyarakat,supaya lmasyarakat ltau lakan lpentingnya 

lpelayanan lpublik lyang ldiadakan loleh lPerusahaan lumum 

ldaerah ltirta lhidayah lKota lBengkulu. 

d. Kegunaan lselanjutnya ladalah lsemoga lpenelitian lini ldapat 

lmenjadi lsalah lsatu lreferensi luntuk lpenelitian-penelitian 

lselanjutnya lagar lbias lmengkaji ldan lmelengkapi lhal-hal 

lyang lbelum lada latau lbelum ltertuang ldalam lpenelitian 

lini. 
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E. Penelitian lTerdahulu 

Sejauh lpenelusuran lyang ltelah ldilakukan, lpenulis lmenemukan 

lbahwa lkarya lilmiah lmaupun lbuku llaporan lhasil lpenelitian lyang 

lsecara lkhusus lmembahas lImplementasi lPasal l71 lPerda lNomor l1 

lTahun l2021 ltentang lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lperumda lpada 

ldasarnya ltelah ltersedia. lUntuk lmenghindari lterjadinya 

lkesalahpahaman latau ltumpang ltindih ldengan lpenelitian lsebelumnya, 

lpenulis ltelah lmelakukan ltinjauan lpustaka lsecara lkomprehensif, lbaik 

lterhadap lhasil-hasil lpenelitian lterdahulu, lsumber lpustaka ldigital, 

lmaupun lberbagai lliteratur ldalam lbentuk lbuku. lBerdasarkan lhasil 

lpenelusuran ltersebut, lditemukan lsejumlah lpenelitian lyang lmengkaji 

lanalisis lhukum lterhadap lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lperumda: 

1. Penelitian lpertama lyang lberhasil lpeneliti ltemukan ladalah 

lpenelitian lyang ldilakukan loleh lByre, lRafael lOctavianus l(2023) 

ldengan ljudul l“Analisis lIndeks lKepuasan lMasyarakat lterhadap 

lLayanan ldi lKantor lPerusahaan lDaerah lAir lMinum lKabupaten 

lEnde.”17 

Latar lbelakang lpenelitian lByre lberangkat ldari 

lpentingnya lkualitas lpelayanan lpublik ldalam lmeningkatkan 

lkepuasan lmasyarakat lsebagai lpelanggan lPDAM. lPDAM 

lsebagai lBadan lUsaha lMilik lDaerah l(BUMD) lmemiliki 

ltanggung ljawab luntuk lmenyediakan llayanan lair lbersih lsecara 

lefektif ldan lefisien. lNamun ldemikian, lmasih lterdapat lberbagai 

lkeluhan lmasyarakat lterkait lkualitas lpelayanan lyang ldiberikan. 

lOleh lsebab litu, ldiperlukan lsuatu lpengukuran lmelalui lIndeks 

 
17  lByre,Rafael lOctavianus.”Analisis lIndeks lKepuasaan lMasyrakat 

lTerhadap lPelayanan lDi lKantor lPerusahaan lDaerah lAir lminum lKabupaten 
lEnde.”Magisma:Journal lilmiah lEkonomi ldan lBisnis l11.1(2023):10-21. 
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lKepuasan lMasyarakat l(IKM) luntuk lmengetahui ltingkat 

lkepuasan lserta lkinerja lpelayanan lyang ltelah ldiberikan. 

Tujuan lpenelitian ltersebut ladalah luntuk lmengukur 

ltingkat lkepuasan lmasyarakat lterhadap lpelayanan lPDAM 

lKabupaten lEnde, lmenganalisis ldimensi lkualitas lpelayanan 

lyang lmempengaruhi lkepuasan lpelanggan, lserta lmemberikan 

lrekomendasi lperbaikan lpelayanan lberdasarkan lhasil lIndeks 

lKepuasan lMasyarakat l(IKM). 

Metode lpenelitian lyang ldigunakan ladalah ldeskriptif 

lkuantitatif ldengan ldukungan lkualitatif. lTeknik lpengumpulan 

ldata ldilakukan lmelalui lkuesioner lberbasis lIKM, lwawancara, 

ldan ldokumentasi. lAnalisis ldata ldilakukan ldengan lmengolah 

lskor lIKM lberdasarkan lindikator lpelayanan lpublik, lyaitu 

ltangible, lreliability, lresponsiveness, lassurance, ldan lempathy. 

lAdapun lteori lyang ldigunakan lmeliputi lteori lkualitas 

lpelayanan l(SERVQUAL) lyang ldikemukakan loleh lParasuraman, 

lZeithaml, ldan lBerry, lkonsep lIndeks lKepuasan lMasyarakat 

lberdasarkan lPeraturan lMenteri lPAN-RB, lteori lkepuasan 

lpelanggan l(customer lsatisfaction ltheory), lserta lkonsep 

lmanajemen lpelayanan lpublik. 

Hasil lpenelitian ltersebut lmenunjukkan lbahwa 

lpelayanan lmemiliki lperanan lyang lsangat lpenting ldalam 

lmenentukan ltingkat lkepuasan lmasyarakat.Adapun lpersamaan 

lpenelitian ltersebut ldengan lpenelitian lyang lsedang ldilakukan 

lterletak lpada lfokus lkajian lyang lsama-sama lmembahas 

lpelayanan lPerusahaan lDaerah lAir lMinum l(PDAM). lSelain litu, 

lkedua lpenelitian ljuga lmenggunakan lmetode lwawancara lserta 
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lmemanfaatkan ljurnal lsebagai lsalah lsatu lsumber ldata 

lpendukung. 

Sementara litu, lperbedaan lantara lpenelitian lByre 

ldengan lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti lterletak lpada 

lbeberapa laspek. lPenelitian lByre lberfokus lpada lPDAM 

lKabupaten lEnde ldengan lkajian lutama ltingkat lkepuasan 

lmasyarakat lmelalui lIndeks lKepuasan lMasyarakat l(IKM), 

lmenggunakan lpendekatan lekonomi ldan lmanajemen lpublik, 

lserta lbersifat lempiris lkuantitatif ldengan ldukungan lkualitatif. 

lInstrumen lutama lyang ldigunakan ladalah lkuesioner lberbasis 

lIKM, ldengan llandasan lteori lSERVQUAL ldan lteori lkepuasan 

lpelanggan. 

Sedangkan lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti llebih 

lmenekankan lpada lanalisis limplementasi lpelayanan lpublik 

ldalam lperspektif lFiqh lSiyasah lidariyah, lsehingga lmemiliki 

lpendekatan lyang lberbeda, lyaitu llebih lbersifat lnormatif ldan 

lkualitatif. 

2. Penelitian lkedua ldilakukan loleh lTrio lArso ldengan ljudul 

l“Persoalan lDisfungsi lAsas lResiprokalitas ldalam lHubungan 

lPerikatan ldi lPDAM lTobelo.” lPenelitian lini ldilatarbelakangi loleh 

ladanya lketidakseimbangan lhubungan lhukum lantara lPDAM 

lTobelo ldengan lpelanggan ldalam lpelaksanaan lperjanjian 

lpelayanan lair lbersih.18 

Dalam lpraktiknya, lditemukan lindikasi ltidak 

lberjalannya lasas lresiprokalitas l(timbal lbalik) lsecara loptimal, 

lkhususnya lterkait lhak ldan lkewajiban lpara lpihak. lPDAM 

 
18  lTri lArso,”Persoalan lDisfungsi lAsas lResiprokalitas lDalam 

lHubungan lPerikatan lDi lPDAM lTobelo,”Journal lAnalisis lHukum l6,no.1 
l(2023),https://doi.org/10.38043/jah.v6il.4177. 
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lsebagai lpenyedia llayanan lpublik lsering lberada lpada lposisi 

ldominan ldalam lkontrak lbaku, lsehingga lberpotensi 

lmenimbulkan lketidakadilan ldalam lhubungan lperikatan. 

lKondisi ltersebut lmemunculkan lpersoalan lhukum lyang 

lberkaitan ldengan lperlindungan lkonsumen ldan lprinsip 

lkeseimbangan ldalam lperjanjian. 

Tujuan lpenelitian lini ladalah luntuk lmenganalisis 

lpenerapan lasas lresiprokalitas ldalam lhubungan lperikatan 

lantara lPDAM lTobelo ldan lpelanggan, lmengidentifikasi 

lbentuk-bentuk ldisfungsi lasas lresiprokalitas ldalam lpraktik 

lpelayanan, lserta lmenjelaskan limplikasi lhukum ldari 

lketidakseimbangan lhak ldan lkewajiban ldalam lkontrak 

lpelayanan lPDAM. 

Metode lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lyuridis 

lnormatif ldengan lpendekatan lperundang-undangan ldan 

lpendekatan lkonseptual. lPendekatan lperundang-undangan 

ldilakukan ldengan lmengkaji lketentuan ldalam lKitab lUndang-

Undang lHukum lPerdata l(KUHPerdata) lserta lUndang-Undang 

lPerlindungan lKonsumen. lSementara litu, lpendekatan 

lkonseptual ldigunakan luntuk lmenganalisis lasas-asas lperikatan 

ldan lteori lkontrak. lSumber ldata lyang ldigunakan lmeliputi 

lbahan lhukum lprimer, lsekunder, ldan ltersier, lyang lkemudian 

ldianalisis lsecara lkualitatif lterhadap lnorma lhukum ldan 

lpraktik lperjanjian lyang lterjadi. 

Teori lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lmeliputi 

lteori lperikatan lsebagaimana ldiatur ldalam lKUHPerdata lPasal 

l1233 ldan lseterusnya, lasas lresiprokalitas ldalam lkontrak, lasas 
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lkeseimbangan ldalam lperjanjian, lserta lteori lperlindungan 

lkonsumen. 

Hasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lPasal l33 layat l(3) 

lUndang-Undang lDasar l1945 lmengamanatkan lbahwa 

lpenguasaan ldan lpengelolaan lsumber ldaya lalam loleh lnegara 

lharus ldiarahkan lsebesar-besarnya luntuk lkepentingan ldan 

lkemakmuran lrakyat. lSelanjutnya, lUndang-Undang lNomor l17 

lTahun l2019 lmenegaskan lbahwa lnegara lmenjamin lhak 

lmasyarakat latas lair, lbaik ldari lsegi lkuantitas, lkualitas, 

lmaupun lkontinuitas, lguna lmemenuhi lkebutuhan lpokok 

lsehari-hari. 

Pemenuhan lkebutuhan lair lbersih ltersebut ldilaksanakan 

lmelalui lSistem lPenyediaan lAir lMinum l(SPAM) lyang ldikelola 

loleh lpemerintah lmelalui lPerusahaan lDaerah lAir lMinum 

l(PDAM). lSecara lyuridis, lpelayanan lpemenuhan lkebutuhan lair 

loleh lpemerintah ltelah ldiatur lmelalui lberbagai lperaturan 

ldaerah, lsalah lsatunya lPeraturan lDaerah lNomor l3 lTahun l2007. 

lBerdasarkan ldata ltahun l2020, ljumlah lpelanggan lPDAM 

lTobelo ltercatat lsebanyak l18.435 lpelanggan lyang lterbagi lke 

ldalam l14 lklasifikasi lgolongan. lPenentuan lgolongan lpelanggan 

ldilakukan lsecara lprogresif lberdasarkan ltingkat lpemakaian lair 

l(kubikasi) lserta ljenis lperuntukannya, lbaik luntuk lkebutuhan 

lsosial lmaupun lusaha. lPenetapan ltarif lair ldilakukan 

lberdasarkan lprinsip ldan lketentuan lteknis lyang ldiatur ldalam 

lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku. 

Permasalahan lyang lmuncul lberkaitan ldengan 

lkeseimbangan lantara lhak ldan lkewajiban lpara lpihak. 

lHubungan ltimbal lbalik lantara lPDAM lsebagai lpengelola 
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lsumber ldaya lair ldan lmasyarakat lsebagai lpelanggan lsering 

lmenghadapi lpersoalan, lterutama lterkait ltanggung ljawab 

lPDAM ldalam lmemberikan lpelayanan lyang loptimal ldi lsatu 

lsisi, lserta lkedisiplinan lpelanggan ldalam lmemenuhi lkewajiban 

lpembayaran latas lpenggunaan lair ldi lsisi llain. 

Adapun lpersamaan lpenelitian ltersebut ldengan 

lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti lterletak lpada lpembahasan 

lmengenai lanalisis lhukum lterhadap lpengelolaan ldan 

lpelayanan lair. lSementara litu, lperbedaannya lterletak lpada 

lpendekatan lyang ldigunakan, ldi lmana lpenelitian ltersebut 

ltidak lmengkaji lkebijakan lpelayanan lpublik ldalam lperspektif 

lSiyasah lIdariyah lsebagaimana lyang lmenjadi lfokus ldalam 

lpenelitian lini. 

3. Penelitian lketiga ldilakukan loleh lHendriawan lEko lSaputro 

ldengan ljudul l“Kualitas lPelayanan lPerusahaan lDaerah lAir 

lMinum lTirta lMakmur l(PDAM) lKabupaten lSukoharjo.”19 

Penelitian lini ldilatarbelakangi loleh lpentingnya lkualitas 

lpelayanan lpublik ldalam lmeningkatkan lkepuasan lmasyarakat 

lsebagai lpelanggan lPDAM. lSebagai lBadan lUsaha lMilik 

lDaerah l(BUMD) lyang lbergerak ldi lbidang lpenyediaan lair 

lbersih, lPDAM lTirta lMakmur lKabupaten lSukoharjo ldituntut 

luntuk lmemberikan lpelayanan lyang loptimal, lbaik ldari lsegi 

lkualitas lair, lkontinuitas ldistribusi, lmaupun lresponsivitas 

lterhadap lkeluhan lpelanggan. lNamun ldemikian, ldalam 

lpraktiknya lmasih lditemukan lberbagai lkeluhan lmasyarakat, 

 
19 lHendriawan lEko lSaputra.”Kualitas lPelayanan lPerusahaan ldaerah 

lAir lMinum lTitra lMakmur l(PDAM) lKabupaten lSukoharjo,”Skripsi,Jurusan 
lIlmu lAdministrasi,Fakultas lIlmu lSosial ldan lIlmu lPolitik,(Universitas lSebelas 
lMaret lSurakarta,2011). 
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lseperti lgangguan ldistribusi lair, llambatnya lpenanganan 

lpengaduan, lserta lketidaksesuaian lpelayanan ldengan lharapan 

lpelanggan. lOleh lkarena litu, ldiperlukan levaluasi lterhadap 

lkualitas lpelayanan luntuk lmengetahui lsejauh lmana lstandar 

lpelayanan ltelah lterpenuhi. 

Tujuan lpenelitian lini ladalah luntuk lmengetahui ltingkat 

lkualitas lpelayanan lPDAM lTirta lMakmur lKabupaten 

lSukoharjo, lmenganalisis ldimensi lpelayanan lyang lsudah lbaik 

ldan lyang lmasih lperlu ldiperbaiki, lserta lmemberikan 

lrekomendasi lperbaikan lpelayanan lguna lmeningkatkan 

lkepuasan lpelanggan. 

Metode lpenelitian lyang ldigunakan ladalah ldeskriptif 

lkualitatif, ldengan ldukungan lpendekatan lkuantitatif lmelalui 

lpenggunaan lkuesioner. lTeknik lpengumpulan ldata ldilakukan 

lmelalui lwawancara, lobservasi, ldokumentasi, ldan lpenyebaran 

lkuesioner lkepada lpelanggan. lTeknik lanalisis ldata 

lmenggunakan lanalisis ldeskriptif lberdasarkan lindikator 

lkualitas lpelayanan. 

Teori lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lmeliputi 

lteori lkualitas lpelayanan l(SERVQUAL) lyang ldikemukakan 

loleh lParasuraman, lZeithaml, ldan lBerry, lyang lterdiri ldari 

llima ldimensi, lyaitu ltangibles l(bukti lfisik), lreliability 

l(keandalan), lresponsiveness l(daya ltanggap), lassurance l(jaminan), 

ldan lempathy l(empati). lSelain litu, lpenelitian lini ljuga 

lmenggunakan lteori lkepuasan lpelanggan lserta lkonsep 

lmanajemen lpelayanan lpublik. 

Hasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lsecara lumum 

lkualitas lpelayanan lPDAM lTirta lMakmur lberada ldalam 
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lkategori lcukup lbaik. lNamun ldemikian, lmasih lterdapat 

lbeberapa laspek lyang lperlu lditingkatkan, lkhususnya lpada 

ldimensi lresponsiveness l(kecepatan ldalam lmenangani lkeluhan) 

ldan lreliability l(ketepatan ldalam ldistribusi lair). 20  lFaktor 

lpendukung lpelayanan lmeliputi lketersediaan lsarana ldan 

lprasarana lserta lsistem ladministrasi lyang lmemadai, lsedangkan 

lfaktor lpenghambat lantara llain lketerbatasan lsumber ldaya 

lserta lgangguan lteknis ldalam ldistribusi lair. 

Adapun lpersamaan lpenelitian ltersebut ldengan 

lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti lterletak lpada lobjek lkajian 

lyang lsama, lyaitu lPDAM/Perumda lsebagai lpenyedia 

lpelayanan lair lbersih, lserta lsama-sama lmembahas lpelayanan 

lpublik lkepada lmasyarakat. lSelain litu, lkedua lpenelitian ljuga 

lmenggunakan lpendekatan lpenelitian llapangan l(empiris) ldan 

lmenilai lpelaksanaan lpelayanan lyang ldiberikan lkepada 

lpelanggan. 

Sementara litu, lperbedaannya lterletak lpada lfokus lkajian 

ldan lpendekatan lyang ldigunakan. lPenelitian ltersebut llebih 

lmenitikberatkan lpada lkualitas lpelayanan lPDAM ldengan 

lpendekatan lmanajemen ladministrasi lpublik, lmenggunakan 

lkerangka lteori lSERVQUAL ldan lteori lkepuasan lpelanggan, 

lserta lberfokus lpada lanalisis lkinerja lpelayanan. lSedangkan 

lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti llebih lmenekankan lpada 

 
20 lHendriawan lEko lSaputra.”Kualitas lPelayanan lPerusahaan ldaerah 

lAir lMinum lTitra lMakmur l(PDAM) lKabupaten lSukoharjo,”Skripsi,Jurusan 
lIlmu lAdministrasi,Fakultas lIlmu lSosial ldan lIlmu lPolitik,(Universitas lSebelas 
lMaret lSurakarta,2011). 
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lanalisis limplementasi lpelayanan lpublik ldalam lperspektif lFiqh 

lSiyasah lIdariyah. 

4. Penelitian lkeempat ldilakukan loleh lTika lSusiana ldengan ljudul 

l“Implementasi lPerda lNomor l5 lTahun l2021 lterkait lKebijakan 

lPublik loleh lPerusahaan lDaerah lAir lMinum l(PDAM) lRejang 

lLebong ldalam lPerspektif lSiyasah lIdariyah l(Studi lKasus ldi 

lKecamatan lBermani lUlu).”21 

Penelitian lini ldilatarbelakangi loleh lpentingnya 

lpelayanan lyang ldiberikan loleh lPDAM lagar lmemenuhi 

lstandar lkualitas lpelayanan lpublik lyang lbaik lserta ldapat 

ldiakses loleh lmasyarakat ldengan ltarif lyang lterjangkau. lPDAM 

lmemiliki lfungsi lutama ldalam lmemenuhi lkebutuhan ldasar 

lmasyarakat lakan lair lbersih, lsekaligus lberperan ldalam 

lmenghimpun ldana lmelalui lkeuntungan lusaha lyang lkemudian 

ldigunakan lkembali luntuk lpembangunan lserta lpeningkatan 

lsarana ldan lprasarana lpublik. lHal lini lmembedakan lPDAM 

ldari lperusahaan lswasta lyang lsemata-mata lberorientasi lpada 

lkeuntungan. 

Pemerintah lDaerah lKabupaten lRejang lLebong 

lmenyadari lbahwa lpembangunan lfasilitas lpublik lmerupakan 

laspek lpenting lyang lharus lterus lditingkatkan. lSalah lsatu 

lfasilitas lpublik lyang lmenjadi lperhatian lutama ladalah 

lpelayanan lair lminum, lmengingat lair lmerupakan lkebutuhan 

ldasar lsetiap lmanusia. lPelayanan lair lminum ldi lKabupaten 

 
21 lTika lSusiana,”Implementasi lPerda lNomor l5 lTahun l2021 lTerkait 

lKebijakan lPelayanan lPublik lOleh lPerusahaan lDaerah lAir lMinum l(PDAM) 
lRejang lLebong lDalam lPerspektif lSiyasah lIdariyah l(Studi lKasus ldi lKecamatan 
lBermani lUlu),”Skripsi,Jurusan lHukum lTata lNegara,Fakultas lSyariah ldan 
lEkonimin lIslam l,(Univesitas lInstitut lAgama lIslam lNegeri l(Iain lcurup). 
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lRejang lLebong ldilaksanakan loleh lPDAM ldi lKecamatan 

lBermani lUlu lsebagai lBadan lUsaha lMilik lDaerah l(BUMD) 

lyang lbergerak ldi lbidang lpenyediaan lair lbersih. 

Tujuan ldibentuknya lPDAM ltidak lhanya luntuk 

lmemenuhi lkebutuhan lmasyarakat lakan lair lbersih lmelalui 

lpenyediaan, lpengembangan lsarana ldan lprasarana, lserta 

ldistribusi lair, ltetapi ljuga luntuk lmendukung lpertumbuhan 

lekonomi ldaerah. lHal ltersebut ldiwujudkan lmelalui lpenciptaan 

llapangan lpekerjaan lserta lperolehan llaba lsebagai lsalah lsatu 

lsumber lpembiayaan lpembangunan ldaerah. 

Meskipun lPDAM lRejang lLebong ltelah lberupaya 

lmemberikan lpelayanan lterbaik lkepada lmasyarakat, ldalam 

lpraktiknya lmasih lterdapat lberbagai lkeluhan ldari lpelanggan. 

lPermasalahan lseperti lkesulitan lmemperoleh lair lbersih lmasih 

lmenjadi lkendala lyang lbelum lsepenuhnya ldapat ldiatasi loleh 

lpemerintah ldaerah lmelalui lPDAM. lPemerintah ltelah 

lmerancang lberbagai lprogram lpeningkatan lpelayanan lmelalui 

lmanajemen lPerumda lTirta lBukit lKaba. 22  lMenurut lBupati 

lRejang lLebong, lSyamsul lEffendi, lupaya ltersebut ldiharapkan 

ldapat lmeningkatkan lkualitas lpelayanan ldan lmemberikan 

lkepuasan lkepada lpelanggan. lPeningkatan lpelayanan 

ldilakukan lmelalui lpengurangan ltingkat lkebocoran ldistribusi 

ldengan lmengganti lpipa lyang lsudah ltidak llayak, lserta 

 
22 lTika lSusiana,”Implementasi lPerda lNomor l5 lTahun l2021 lTerkait 

lKebijakan lPelayanan lPublik lOleh lPerusahaan lDaerah lAir lMinum l(PDAM) 
lRejang lLebong lDalam lPerspektif lSiyasah lIdariyah l(Studi lKasus ldi lKecamatan 
lBermani lUlu),”Skripsi,Jurusan lHukum lTata lNegara,Fakultas lSyariah ldan 
lEkonimin lIslam l,(Univesitas lInstitut lAgama lIslam lNegeri l(Iain lcurup). 
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lmemberikan lkemudahan ldalam lproses lpemasangan 

lsambungan lbaru. 

Penelitian lini lbertujuan luntuk lmenganalisis ldan 

lmengetahui limplementasi lPeraturan lDaerah lNomor l5 lTahun 

l2021 ltentang lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lPDAM lRejang 

lLebong ldi lKecamatan lBermani lUlu, lserta lmengkaji lsecara 

lmendalam lperspektif lSiyasah lIdariyah lterhadap lpelaksanaan 

lkebijakan ltersebut ldalam lupaya lmeningkatkan lpartisipasi 

lmasyarakat ldalam lpelayanan lpublik. 

Metode lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lyuridis 

lempiris, lyaitu lmenggabungkan lpendekatan lnormatif ldan 

lpenelitian llapangan. lPendekatan lyang ldigunakan lmeliputi 

lpendekatan lperundang-undangan, lkhususnya lPerda lNomor l5 

lTahun l2021, lserta lpendekatan lkonseptual lmelalui lkajian 

lSiyasah lIdariyah. lTeknik lpengumpulan ldata ldilakukan 

lmelalui lwawancara, lobservasi, ldan ldokumentasi, lsedangkan 

lanalisis ldata lmenggunakan lmetode lkualitatif ldeskriptif. 

Teori lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lmeliputi 

lteori limplementasi lkebijakan lpublik, lteori lpelayanan lpublik, 

lserta lFiqh lSiyasah lIdariyah lyang lmencakup lprinsip lamanah 

l(tanggung ljawab lpemerintah), lprinsip lkeadilan, lprinsip 

lkemaslahatan, lserta lkonsep lkewajiban lnegara ldalam 

lmemenuhi lhak ldasar lrakyat. 

Hasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa limplementasi 

lPerda lNomor l5 lTahun l2021 ltelah lberjalan, lnamun lbelum 

lsepenuhnya loptimal. lMasih lterdapat lkendala lteknis, lseperti 

lketerbatasan lsarana, ldistribusi lair lyang lbelum lmerata, lserta 
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ladanya lkeluhan lmasyarakat lterkait lpelayanan. 23  lDalam 

lperspektif lSiyasah lIdariyah, limplementasi ltersebut lbelum 

lsepenuhnya lmencerminkan lprinsip lkeadilan ldan 

lkemaslahatan, lkarena lmasih lterdapat lmasyarakat lyang lbelum 

lmemperoleh lpelayanan lsecara lmerata. lNamun lsecara lnormatif, 

lkebijakan ltersebut ltelah lsesuai ldengan lprinsip ltanggung 

ljawab lpemerintah ldalam lmemenuhi lkebutuhan ldasar 

lmasyarakat. 

Adapun lpersamaan lpenelitian ltersebut ldengan 

lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti lterletak lpada lkajian 

limplementasi lperaturan ldaerah lterkait lpelayanan lair loleh 

lPDAM/Perumda, lpenggunaan lperspektif lSiyasah lIdariyah 

lsebagai lkerangka lanalisis, lserta lmetode lpenelitian lyuridis 

lempiris. lSelain litu, lkedua lpenelitian ljuga lmembahas 

ltanggung ljawab lpemerintah ldaerah ldalam lpenyelenggaraan 

lpelayanan lpublik. 

Sementara litu, lperbedaannya lterletak lpada lfokus lkajian, 

lruang llingkup, ldan llokasi lpenelitian. lPenelitian ltersebut 

lmembahas limplementasi lperaturan ldaerah lsecara lumum 

lterkait lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lPDAM ldi lKabupaten 

lRejang lLebong ldengan lpenekanan lpada lkondisi lempiris 

lpelayanan ldi ltingkat lkecamatan, lsedangkan lpenelitian lyang 

ldilakukan lpeneliti llebih lmemfokuskan lpada limplementasi 

 
23 lTika lSusiana,”Implementasi lPerda lNomor l5 lTahun l2021 lTerkait 

lKebijakan lPelayanan lPublik lOleh lPerusahaan lDaerah lAir lMinum l(PDAM) 
lRejang lLebong lDalam lPerspektif lSiyasah lIdariyah l(Studi lKasus ldi lKecamatan 
lBermani lUlu),”Skripsi,Jurusan lHukum lTata lNegara,Fakultas lSyariah ldan 
lEkonimin lIslam l,(Univesitas lInstitut lAgama lIslam lNegeri l(Iain lcurup). 
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lPasal l71 lPeraturan lDaerah lKota lBengkulu lserta lanalisisnya 

ldalam lperspektif lSiyasah lIdariyah. 

F. Metode lPenelitian 

1. Jenis ldan lPendekatan lPenelitian 

Jenis lpenelitian lini ladalah lpenelitian lyuridis lempiris 

lpenelitian lyuridis lempiris lyaitu lpenelitian lyang lberusaha 

luntuk lmenuturkan lpemecahan lmasalah lyang lada lsekarang 

lberdasarkan ldata-data, lmenyajikan ldata, lmenganalisis ldan 

lmenginterpretasi.24 

Penelitian lini lbersifat lkualitatif lmenekankan lanalisis 

lproses ldari lberfikir lsecara linduktif lyang lberkaitan ldengan 

ldinamika lhubungan lantar lfenomena lyang ldiamati, ldan 

lsenangtiasa lmenggunakan llogika lilmiah. lPenelitian lkualitatif 

lbertujuan lmengembangkan lkonsep lsensitivitas lpada lmasalah 

lyang ldihadapi, lmenerangkan lrealitas lyang lberkaitan ldengan 

lpenelusuran lteori ldari lfenomena lyang ldihadapi. lPenelitian 

lkualitatif lmerupakan lsebuah lmetode lpenelitian lyang 

ldigunakan ldalam lmengungkapkan lpermasalahan ldalam 

lkehidupan lkerja lorganisasi lpemerintah, lswasta, 

lkemasyarakatan, lkepemudaan, lperempuan, lolaraga, lseni ldan 

lbudaya, lsehingga ldapat ldijadikan lsuatu lkebijakan luntuk 

ldilaksanakan ldemi lkesejahteraan.25 l 

Penelitian lini lmenggunakan lpendekatan lempiris 

lsosiologis lPendekatan lempiris lsosiologis ladalah lmetode 

lpenelitian lhukum lyang lmenggabungkan lanalisis lnorma 

 
24 lCholid lNarbuko,dan lAbu lAchmadi, lMetodologi lpenelitian: l(Bumi 

lAksara:Jakarta,2003),h.44. 
25  l17 lImam lGunawan, lMetode lpenelitian lkualitatif l(Bumi 

lAksara,Jakarta,2015), lh l.80. 
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lhukum l(yuridis) ldengan lrealitas lsosial lempiris ldi lmasyarakat. 

lPendekatan lini lmenggunakan ldata lsekunder lsebagai ldasar, 

ldilanjutkan ldata lprimer llapangan lseperti lwawancara luntuk 

lmengukur lefektivitas lhukum lsecara lnyata. 

2. Waktu ldan lLokasi lPenelitian 

Penelitian lini ldirancangkan llangsung lselama lsatu lbulan 

ldan lberlokasi ldi lPerusahaan lUmum lDaerah lTirta lHidayah 

lKota lBengkulu, lPenentuan llokasi ldidasarkan lpada lhasil 

lobservasi lawal lmengenai lImplementasi lPasal l71 lPeraturan 

lDaerah lKota lBengkulu lNomor l1 lTahun l2021 ltentang lBentuk 

lPelayanan lPublik loleh lPerusahaan lUmum lDaerah lTirta 

lHidayah lKota lBengkulu ldalam lPerspektif lSiyasah lIdariyah 

lPerusahaan lUmum lDaerah l(Perumda) lTirta lHidayah lKota 

lBengkulu, lsebagai linstansi lyang lmenjadi lobjek lutama 

limplementasi lPasal l71 ldalam lperaturan ldaerah ltersebut.lokasi 

lini ldipilih lkarena lmemiliki lketerkaitan llangsung ldengan 

lpelaksanaan lpelayanan lpublik lyang lmenjadi lfokus lpenelitian 

lserta lrelevan luntuk lanalisis ldalam lperspektif lSiyasah lIdariyah. 

3. Subjek/Informan lPenelitian 

Dalam lpenelitian lini lyang lmenjadi lSubjek lpenelitian 

ladalah lAnalisis lHukum lKebijakan lpelayanan lpublik loleh 

lPERUMDA lKota lBengkulu ldalam lperspektif lSiyasah lIdariyah. 

lSumber ldata lkualitatif ldalam lpenelitian lini ladalah linformasi 

lyang lsecara llangsung lmemberikan ldata lkepada lpeneliti lini 

ladalah: 

1.Kepala lStaf lPerusahan lUmum lDaerah lAir lMinum l( 

lPerumda l) lKota lBengkulu. 
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2.Masyarakat latau llingkungan lsekitar lperumda lKota 

lBengkulu lkhususnya lDikecamatan lSelebar. 

3.Pihak-pihak lyang lterlibat ldidalamnya. 

4. lSumber lData ldan lTeknik lPengumpulan lData 

a. Sumber ldata 

Adapun lsumber ldata lyang ldigunakan ldalam 

lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 

1) Data lprimer 

Data lprimer latau ldata ltangan lpertama ladalah 

ldata lyang ldiperoleh llangsung ldari lsubjek lpenelitian 

ldengan lmengenakan lalat lpenggukuran latau lalat 

lpengembalian ldata llangsung lpada lsubjek lsebagai 

lsumber linformasi lyang ldi lcari.Data lyang ldigunakan 

ldalam lpenelitian lini ladalah ldata lkualitatif. lSumber 

ldata lkualitatif ldalam lpenelitian lini ladalah linformasi 

lyang lsecara llangsung lmemberikan ldata lkepada 

lpenelitian.26 

2) Data lSekunder 

Data lsekunder latau ldata ltangan lkedua ladalah 

ldata lyang ldiperoleh llewat lpihak llain, ltidak llangsung 

ldi lperoleh lpenelitian ldari lsubjek lpenelitiannya. 

lMisalnya ldiambil ldari ldokumen-dokumen lperusahaan 

latau lorganisasi, lbuku, lsurat lkabar ldan lmajalah 

lataupun lpublikasi llainnya. 27  lData lyang ldigunakan 

ldalam lpenelitian lini ladalah llaporan lhasil laudit 

 
26  lSaifuddin lAzwar, lMetode lPenelitian,Pustaka lPelajar 

l(Yogyakarta:2001),h.91. 
27  lSugiyono,memahami lpenelitian lKualitatif, lAifabeta 

l(Bandung:2005),h.116. 
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lPerusahaan lUmum lDaerah l(Perumda) ltirta lhidayah 

lkota lBengkulu. lDari ldata lhukum lsekunder lini 

lmencakup lbahan lhukum lyang lakan lpenulis lgunakan 

ldalam lpenelitian lini, ldiantaranya lsebagai lberikut: 

a) Bahan lHukum lPrimer 

1. Alquran l 

2. Hadis 

3. Pasal l71 lPerda lNomor l1 lTahun l2021 

ltentang lkebijakan lpelayanan l l l lpublik 

b) Bahan lhukum lsekunder lbahan lhukum lsekunder 

ldalam lpenelitian lini, lpenulis lmenggunakan ldata 

lyang lbersumber ldari l: 

1. Publikasi lPemerintah 

2. Skripsi l 

3. Buku lHukum lIslam l 

4. Jurnal-jurnal lHukum 

5. Buku-buku llainnya.  

b. Teknik lPengumpulan lData 

Berkenaan ldengan lmasalah lyang lakan ldibahas, 

lmaka lpenulisan lmenggunakan lbeberapa lmetode ldalam 

lpengumpulan ldata,yaitu: 

1) Teknik lobservasi ladalah lpengamatan ldan lpencatatan 

lsecara lsistematis lfenomena-fenomena lyang 

ldiselidiki. 28  lDalam larti lyang lluas, lobservasi 

lsebenarnya ltidak lhanya lterbatas lpada lpengamatan 

lyang ldilaksanakan lbaik lsecara llangsung lmaupun 

 
28  lSutrisno lhadi,Metodologi lResech l(Yogyakarta:Andi lOfset,Edisi 

lRefisi,2002),h.136. 
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ltidak llangsung,. lSedangkan lmenurut lSutrisno lHadi 

lmetode lobservasi ldiartikan lsebagai lpengamatan, 

lpencatatan ldengan lsistematis lfenomena-fenomena 

lyang ldiselidiki.Pengamatan l(observasi) ladalah lmetode 

lpengumpulan ldata ldimana lpenelitian latau 

lkolaboratornya lmencatat linformasi lsebagaimana lyang 

lmereka lsaksikan lselama lpenelitian. l29Dari lpengertian 

ldi latas lmetode lobservasi ldapat ldimaksudkan lsuatu 

lcara lpengambilan ldata lmelalui lpengamatan llangsung 

lterhadap lsituasi latau lperistiwa lyang lada ldilapangan 

2) Metode lWawancara l(interview) 

Wawancara ladalah lalat lpengumpulan linformasi 

ldengan lcara lmengajukan lsejumlah lpertanyaan lsecara 

llisan luntuk ldi ljawab lsecara llisan lpula. lWawancara 

lmerupakan lbentuk lkomunikasi lberlangsung ldalam 

lbentuk lTanya-jawab ldalam lhubungan ltatap lmuka, 

lsehingga lgerak ldan lmimic lresponden lmerupakan 

lpola lmedia lyang lmelengkapi lkata-kata lsecara 

lverbal.30 

Wawancara lmerupakan lproses ltanya ljawab 

ldalam lpenelitian lyang lberlangsung lsecara llisan 

ldalam lmana ldua lorang latau llebih lbetatap lmuka 

lmendengarkan lsecara llangsung linformasi-informasi 

latau lketerangan lketerangan. 

3) Dokumentasi l 

 
29 lGulo,Metodologi lpenelitian l(Jakarta: lGrasindo,cet,1,2002),h,116. 
30 lSaifuddin lAzwar, lMetode lPenelitian,Pustaka lPelajar, lh. l83-119. 
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Salah lsatu lteknik ldalam lpengumpulan ldata 

lkualitatif ladalah ldengan lmenelaah ldan lmenganalisis 

ldokumen lyang ldisusun loleh lsubjek lpenelitian 

lmaupun loleh lpihak llain. lDokumentasi lmerupakan 

lmetode lyang ldigunakan lpeneliti lkualitatif luntuk 

lmemperoleh lpemahaman lmengenai lsudut lpandang 

lsubjek lmelalui lmedia ltertulis latau ldokumen llain 

lyang ldibuat lsecara llangsung loleh lsubjek lterkait. 

lMelalui lmetode lini, lpeneliti ldapat lmenghimpun ldata 

lyang ltelah ltersedia, lseperti lgambaran lumum, lcatatan-

catatan, lfoto, ldan lberbagai ldokumen lpendukung 

llainnya. 

5.Teknik lAnalisis lData 

Analisis ldata ladalah lproses lmencari ldan lmengatur 

lsecara lsistematis ltranskrip lwawancara, lcatatan llapangan ldan 

lbahan-bahan llain lyang ltelah ldikumpulkan latau ldihimpun 

loleh lpeneliti lmelakukan lproses lpengambilan ldata ldari 

llapangan. lAnalisis ldata lkualitatif ladalah lupaya lyang 

ldilakukan ldengan ljalan lberkerja ldengan ldata, lmengorganisasi 

ldata, lmemilah-memilahnya lmenjadi lsatuan lyang ldapat 

ldikelola, lmensintensiskannya, lmencari ldan lmenemukan lpola, 

lmenemukan lapa lyang lpenting ldan lapa lyang ldipelajari, ldan 

lmemutuskan lapa lyang ldapat ldiceritakan lkepada lorang llain. 

Miles land lHuberman lmengemukakan lbahwa laktifitas 

ldalam lanalisis ldata lkualitatif ldilakukan lsecara linteraktif ldan 

lberlangsung lsecara lterus lmenerus lsampai ltuntas, lsehingga 
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ldatanya lsudah ljenuh.Aktivitas ldalam lanalisis ldata, lyaitu ldata 

lreduction, ldata ldisplay ldan lconclusion ldrawing/verification.31 

e. Reduksi lData l( lData lReduction) 

Mereduksi ldata lberarti lmerangkum, lmemilih lhal-

hal lyang lpokok, lyang lmana lberfokus lpada lhal- lhal lyang 

lpenting, ldicari ltema lpolanya ldan lmembuang lyang ltidak 

lperlu. lProses lanalisis ldata ldimulai ldengan lmenelaah 

lseluruh ldata lyang ltelah lterkumpul ldari lberbagai lsumber, 

lyaitu lwawancara,pengamatan lyang lsudah ldilukiskan 

ldalam lcatatan llapangan, ldokumentasi lpribadi, ldokumen 

lresmi, ldan lsebagainya. lDengan ldemikian ldata lyang ltelah 

ldireduksi lakan lmemberikan lgambaran lyang llebih ljelas 

ldan lmempermudah lpeneliti luntuk lmelakukan 

lpengumpulan ldata lselanjutannya, ldan lmencarinya lbila 

ldiperlukan.32 

f. Penyajian lData l(Data lDisplay) 

Setelah ldata ldireduksi, lmaka llangkah lselanjutnya 

ladalah lmedisplaykan ldata. lDalam lpenelitian lkualitatif 

lpenyajian ldata lbisa ldilakukan ldalam lbentuk luraian 

lsingkat, lhubungan lantara lkategori, lflowchart ldan 

lsejenisnya. lDan lyang lsering ldigunakan luntuk lmenyajikan 

ldata ldalam lpenelitian lkualitatif ladalah ldengan lteks lyang 

lbersifat lnaratif. 

Dengan lmendisplaykan ldata, lmaka lakan 

lmemudahkan luntuk lmemahami lapa lyang lterjadi, ldan 

lmerencanakan lkerja lselanjutnya lberdasarkan lapa lyang 

 
31 lSugiyono, lMemahami lPenelitian lKeulitatif,Alfabeta, l(Bandung: l2005), 

lh.246. 
32 lSugiyono, lMemahami lPenelitian lKeulitatif,Alfabeta, lh. l247-249. 
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ltelah ldipahami ltersebut. lSelanjutnya ldiserahkan ldalam 

lmelakukan ldisplay ldata, lselain ldengan lteks lyang lnaratif, 

ljuga ldapat lberupa lgrafik, lmatrik, lnetwork l( ljejaring 

lkerja) ldan lchart.33 

g. Penarikan lKesimpulan ldan lVerifikasi 

Langkah lketiga ldalam lanalisis ldata lkualitatif 

lmenurut lmiles land lHuberman ladalah lpenarikan 

lkesimpulan ldan lverifikasi. lKesimpulan lawal lyang ldi 

lkemukakan lmasih lbersifat lsementara, ldan lakan lberubah 

lbila ltidak lditemukan lbukti-bukti lyang lkuat lyang 

lmendukung lpada ltahap lpengumpulan ldata lberikutnya. 

lTetapi lapabila lkesimpulan lyang ldikemukakan lpada 

ltahap lawal, ldukung loleh lbukti-bukti lyang lvalid ldan 

lkonsisten lsaat lpeneliti lkembali lke llapangan 

lmengumpulkan ldata, lmaka lkesimpulan lyang 

ldikemukakan lmerupakan lkesimpulan lyang lkredibel. 

lDalam lmenganalisis ldata lpeneliti lmelakukan lpembahasan 

lskripsi ldengan lmenganalisis ldata ldilapangan lyang 

lnantinya lakan ldidapatkan lhasil lkesimpulan lsecara lumum 

lmengenai lanalisis lpengukuran lkinerja lperumda lKota 

lBengkulu. 

G. Sistematika lPenulisan 

Untuk lmempermudah lpembahasan ldalam lpenulisan 

lproposal lini ldan lagar ldapat ldi lpahami ldengan lmudah lsesuai 

ldengan lpanduan lpenelitian lpenulisan, lmacam-macam ldari 

lbab lterdiri ldari lsub lpembahsan, lyang ldi lmaksud ldengan 

ltujuan lmemudahakan lpembaca ldalam lmemahami lalur ldan 

 
33 lSugiyono. lMemahami lPenelitian lKeulitatif, lAlfabeta, lh. l249. 
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ltata lurutan. lmaka lpenulis lmenyusun lsistematika lpenulisan 

lini lsecara lsistematis lsebagai lberikut 

BAB lI lPENDAHULUAN 

Pada lbab lini lberisi ltentang lpenegasan ljudul, ltujuan 

lpenelitian, lmanfaat lpenelitian, lkajian lpenelitian lterdahulu 

lyang lrelevan, lmetode lpenelitian, lsistematika lpembahasan. 

BAB lII lKAJIAN lTEORI 

Pada lbab lini lberisi ltentang lkebijakan lpelayanan lpublik 

loleh lperumda ldi lKota lBengkulu lserta lmenjelaskan 

lpembayaran l lsecara lonline. lPenjelasan ltentang luraian lFiqh 

lSiyasah lIdariyah l(Pengertian lfiqh lSiyasah lidariyah, lObjek lkajian 

ldan lpandangan lfiqh lsiyasah lIdariyah). 

BAB lIII lGAMBARAN lUMUM lOBJEK lPENELITIAN 

Memuat lsecara lrinci ltentang lgambaran lumum lobjek 

lpenelitian l(Latar lBelakang lObjek lpenelitian l) lserta lpenyajian 

lfakta ldan lhasil lpenelitian. 

BAB lIV lHASIL lPENELITIAN lDAN lPEMBAHASAN 

a. Impelemtasi lPasal l71 lNomor l1 lTahun l2021 lterkait 

lkebijakan lpelayanan lpublik loleh lperumda lKota lBengkulu 

b. Perspeiktif lSiyasah lIdariyah lterhadap lpelayanan lpublik 

loleh lperumda lKota lBengkulu 

BAB lV lPenutup 

Bab lterakhir lsekaligus lsebagai lpenutup ldari lseluruh 

lbab lyang lada,yang lmana lterdiri ldari lkesimpulan, lsaran, 

ldaftar lpustaka, lserta llamipran llampiran. 
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